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ar Hukum:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI1/2019;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX1/2023;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI1/2024;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
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Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

12) Keputusan Bawaslu Rl Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

13) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024
tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun
2024;

14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan
Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan akan memasuki
sub tahapan penetapan Pasangan Calon pada Pencalonan Walikota dan Wakil
Walikota Probolinggo Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan
sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kota Probolinggo mengimbau kepada KPU
Kota Probolinggo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yaitu :

1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan
penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota;

2) berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

3) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut
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pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota;

4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilaksanakan KPU
Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik,
dan pasangan calon perseorangan;

5) Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU
Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara;

6) pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

2) Memperhatikan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 yaitu :

1) Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan
Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
ayat (1);

2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara;

3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.

3) Agar KPU Kota Probolinggo mengumumkan hasil penetapan pasangan calon
melalui :

a. Website;

b. Akun media sosial; dan

c. Media online maupun cetak.

4) Memperhatikan ketentuan KPT 1229, KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan

Pasangan Calon dengan :

a. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang
telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;

b. penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan
kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian
perbaikan persyaratan administrasi calon;

c. menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf a ke
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dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir
Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK;

d. menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada huruf a dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

e. mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
angka 4 melalui laman KPU Kabupaten/Kota.

5) Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para
Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam sub tahapan Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota; dan

6) Memberikan akses kepada Bawaslu Kota Probolinggo untuk melakukan
pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024;

7) KPU Kota Probolinggo agar melaksanakan Tahapan Pencalonan Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja
samanya diucapkan terimakasih.
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Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

2. Arsip.
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